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LATAR BELAKANG MASALAH

Hingga saat ini. pendidikan karakier menjadi bagian penting yang scharusnys
diperhatikan oleh semua pihak. Betapa tidak. dari informasi berbagai mediz masa bak
cetak maupun elektronik, bahwa perilaku siswa menunjukkan adanya degrades: yamg
cukup mengkawatirkan. Sopan santun yang semuls menjadi icom (cin khas) bemgsa
Indonesia seolah-olah telah sima dan digantingan dengan perilaku modern vang berakar
pada hedonisme. Sebagai contoh. trobosan baru yang dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudaysan dalam merubah Ujian Nasional tdak scbagam penentu
kelulusan, merupakan upaya yang harus disambut olch semua pihak dalam hal
menciptakan iklim belajar dan pendidikan yang tidak dibebani olch ketakutan yang tdak
perlu, schingga memicu siswa bertindak tidak jujur untuk memperoleh kelulusan.

Terobosan tersebut tidak secara otomatis mengikis habis tindak kecurangan selama
ujian nasional. Di beberapa tempat. masih dijumpai adanya pihak-pihak tertenu yang
membocorkan naskah ujian dan tawaran kunci jawaban bagi siswz. Perilaka pintas yang
berbentuk tindakan culas, koruptif dengan dasar ketidak-jujuran masih serimg
dijumpai pada praktek pendidikan. Scbagai contoh lain. perilaku siswa melsiukan
corat-coret pada pakaian seragam sckolzh saat pengumuman kelulusan, seakan menjadi
bagian pokok dari perayaan kelulusan sescorang. Meski telah disampaikan pengumuman
pelarangan terhadap perilaku tersebut, seakan siswa kita bergeming untuk tetap
melakukan tindakan tersebut.

Masih ada contoh lain yang menujukkan perilaku negatif. seperti perilaku tdak
tertib lalu lintas saat siswa berangkat maupun pulang sekolah. kasus narkoba di kalangan
pelajar, pergaulan bebas di lingkungan pelajar. dan lain-lain. Semus perilaku neganf mi
tentu saja harus segera ditangani secara serius, sistematis, dan terpadu. Senwus
menunjukkan adanya konsistensi penanganan yang tidak hanya menyelesaikan masalsh
yang muncul. Namun, lebih dari itu dilaksanakan secara terus-menerus, baik sehaga
bentuk tindakan penanganan maupun pencegahan. Sistematis. terkait dengan rancangan
program yang tepat, akuran, dan bertolak dan kebutuhan rill di lapangan. Program
dilaksanakan secara tepat dengan langkah-langkah yang terukur. Terpadu. merujuk pada
pola penanganan yang melibatkan peran dan berbagai pihak dengan penanganan satu visi
dan misi yang tepat.

Menyadari situasi dan kondisi riil saat ini. nampak bahwa pembahasan kembali
pendidikan karakter menjadi bagian yang sangat penting dilakukan. Upaya pembshasan,
bukan lagi sekedar basa-basi dengan mengungkap hanya pada aspek teonitis. Semua pihak
perlu dilibatkan untuk memikirkan kembali makna pendidikan karakter sekaligus
membumikannya sebagai landasan pengembangan kemandinan bangsa.
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TUJUAN . :
Tujuan yang akan dicapai melalui seminar nasional ini adalah untyj me

secara seksama dan komprehensif tentang upaya membumikan pendidik, ahgg

sebagai landasan pengembangan kemandirian bangsa.

n karakter

TEMA POKOK DAN SUB TEMA SEMINAR

1. Tema Utama:
¢ Pendidikan Karakter Sebagai Landasan Pengembangan Kemandirian Bangs,

2. Sub Tema:
e Civic Education dan Pendidikan Karakter
* Bahasa sebagai Wahana Integrasi Bangsa
o Pendidikan Karakter di Era Pembelajaran Kurikulum 2013
¢ Nasionalisme Indonesia dan Pendidikan Karakter
* Pengembangan Nilai-nilai Lokal (local wisdom) dalam rangka Pengembangyp
Kepribadian Bangsa
* Pengembangan Pendidikan Sejarah melalui pendekatan Pendidikan Multikulturaj
* Pengembangan IPTEK Berbasis Karakter
* Pengembangan Pendidikan Bermutu di daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
* Pengembangan Pendidikan Karakter yang Responsif Gender
* Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa
* Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan dalam Pengeloloaan Lingkungan
* Pendidikan Karaktaer bagi Siswa di Sekolah/Madrasah Inklusif
W T
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JADWAL KEGIATAN
No. Waktu Kegiatan Tempat Person in Charge
L 07-30-09.00 Registrasi Peserta Ball Room | L. Sumardi
2 09.00-09.45 Pembukaan Seminar Ball Room
09.00-09.05 e Tari Selamat Datang Ball Room | MC + Tim Tari
09.05-09.10 * Menyanyikan Ball Room | Paduan Suara +
Indonesia Raya Seluruh Hadirin
09.10-09.15 * Ayat Suci Al Qur’an Ball Room | Suci Indah Yati
09.15-09.22 e Doa Ball Room | M. Hilman
Ma’moen
09.22-09.29 ¢ Sambutan Selamat Ball Room | Dekan FKIP
Datang UNRAM
09.29-09.45 ¢ Sambutan Wakil Ball Room | Wakil Rektor I
Rektor | sekaligus UNRAM
membuka Acara
Seminar Nasional
3. 09.45-10.45 Key Note Speaker (Plt. Ball Room | Moderator: Edy
Pimpinan KPK RI) Herianto
4, 10.45-11.00 Coffe Break + Medley Ball Room | Paduan Suara
Lagu-lagu Nasional dan
Daerah
e 11.00-12.30 Seminar (Pleno 2 Ball Room | Moderator: | Wayan
Narasumber Utama) Karta
6. 12.30-14.00 ISHOMA Ball Room | Rispawati
7. 14.00-15.30 Seminar (Pleno 2 Ball Room | Moderator:l Wayan
Narasumber Utama) Karta
8. 15.30-16.00 Break Ball Room | Rispawati
9. 16.00-17.45 Temu Alumni Ball Room | Masyhuri
Seminar Paralel R 1.R2,R. 3 | L. Sumardi, Hairil
Wadi, Khairun Nisa
10. 17.40-18.00 Pelantikan dan Penutupan | Ball Room | Dekan FKIP
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. A.ta.s peturyuk,
kekuatan, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Seminar Nasional Pcr?dlc_ilkan ‘FKIP
Universitas Mataram dapat terselenggara dengan sukses. Kesuksesan ini ditandai oleh
terkumpulnya pemikiran-pemikiran baik oleh keynote speaker, nara sumber utama, dan
nasa sumber proceeding atas pendidikan karakter yang ditinjau dari segi berbagai kajian.

Walaupun waktu yang tersedia bagi pantitia seminar sangat singkat untu!-&
menyelenggarakan perhelatan nasional, yakni 30 hari, namun panitia seminar berhasil
memperoleh 1 tulisan dari keynote speaker, 4 tulisan dari nara sumber utama, dan 39
tulisan nara sumber proceeding. Tanpa petunjuk dan kemurahan Allah Tuhan Yang Maha
Esa dan dukungan kerja keras seluruh panitia seminar sebagai tim yang tangguh dan solid,
maka mustahil rasanya kegiatan seminar nasional pendidikan ini dapat terselenggara.

Banyak lesson learned (pengalaman berharga) yang diperoleh panitia selama
menyelenggarakan kegiatan seminar pendidikan ini. Pengalaman ini rasanya perlu

dibagikan pada khalayak agar pada masa mendatang diperoleh sesuatu yang lebih baik
dan optimal. Beberapa diantaranya:

I. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah mengirimkan PIt

) yang berlaku bagj
lembaga tersebut, pimpinan KPK benar-benar menunjukkan integritasnya. Janji yang

telah dibuat dengan panitia menjadikan beliau hadir pada seminar. Meski
sesungguhnya saat yang bersamaan beliau diperlukan di Jakarta, Janji bagi

Malang), dan Prof. Dr. Udin Saripudin Winatap
Terbuka, Ketua Umum AP3Knl, Anggota Dewan Pembina HISPIS], ISPI, APPJJI,
dan NCSS Member (23628). Kehadiran maha guru ini telah memberikan landasan

pijak bagi peserta manakala memikirkan upaya “Membumikan Pendidikan Karakter
sebagai Landasan Pengembangan Kemandirian Bangsa”.
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3. Partisipasi 39 penulis proceeding yang berasal dari berbagai kalangan, diantaranya 4
orang guru besar, 20 doktor, 13 magister, dan 5 sarjana pendidikan, merupakan
partisipasi riil berbagai kalangan yang tergerak untuk memikirkan bangsanya. Para
mahasiswa magister pendidikan, guru, praktisi, dan dosen telah menuangkan buah
pikimya atas hal-hal kritis terhadap pentingnya menggali dan mengembangkan
pendidikan karakter sebagai landasan pijak dalam “Membumikan Pendidikan Karakter
sebagai Landasan Pengembangan Kemandirian Bangsa”.

Semoga karya ini menjadi sumbangsih yang berharga bagi bangsa Indonesia
tercinta. Sebagaimana telah disadari bersama bahwa membumikan pendidikan karakter
dalam kehidupan sehari-hari di setiap aktivitas kehidupan, bukanlah sesuatu yang mudah
untuk dilakukan. Meski demikian, upaya dini harus tetap dilakukan agar kini dan masa
mendatang, pendidikan karakter bukan lagi sebagi sesuatu yang hanya didiskusikan saja,
namun lebih dari itu telah menjadi bagian hidup yang tidak pernah terpisahkan.

Terma kasih.

Mataram, 23 November 2015
Ketua Panitia,

Edy Herianto
Email : edyherianto.unram@gmail.com
HP : 0818366294
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MAKALAH KEYNOTE SPEAKER
PENDIDIKAN INTEGRITAS DI KAMPUS:
Strategi Pencegahan Korupsi di Perguruan
Tinggi, Johan Budi SP (Plt. Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)  ....................cooooo...

MAKALAH SEMINAR PLENO

I MEMBUMIKAN PENDIDIKAN
KARAKTER SEBAGAI LANDASAN
KEMANDIRIAN BANGSA, Sunaryo
Kartadinata (Guru Besar Universitas
Pendidikan Indonesia Bandung-Ketua
Ikatan sarjana Pendidikan Indonesia)

2 MEMBUMIKAN PENDIDIKAN

KARAKTER

SEBAGAI LANDASAN
PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN
BANGSA, Warsono (Guru Besar dan
Rektor Universitas Negeri Surabaya)

3  ORKESTRA PEMBELAJARAN
KARAKTER DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA CINTA, I
Nyoman Sudana Degeng (Guru Besar
dan Direktur Pascasarjana Universitas
Negeri Malang)

................................

................................

................................
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3 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN SEBAGAI
WAHANA PENDIDIKAN
KEBANGSAAN INDONESIA
(PANCASILA AND C'IVIC EDUCATION
AS A VEHICLE FOR EDUCATING
THE INDONESIAN CITIZENSHIP),
Udin Saripudin Winataputra (Guru
Besar FKIP Universitas Terbuka, Ketua
Umum AP3IKnl, Anggota Dewan
Pembina HISPISI, ISPL, APPJIL, dan
NCSS Member (23628). = iviiviiinninniiiimsisiniiin. 26-44

MAKALAH SEMINAR PARALEL

I ASPEK BUDAYA DAN

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM

PEMBELAJARAN BAHASA ASING,

Sugeng Adi Susilo (FIB Universitas

BrawijayaMalang) @ i, 45-50
2 BAHASA DAN GENDER:

LANDASAN BUDAYA SEKOLAH

BERBASIS PENDIDIKAN

KARAKTER, Nurrahman Diansyah

(Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

Uiveiita MMl = 0 0 sstesscimanimsspasesehiaes 51-60
3 BAHASA INDONESIA SEBAGALI

WADAH REVOLUSI MENTAL DAN

MODAL KEBANGGAAN YANG

HAKIKI: Upaya Mengikis “Setengah

Indonesia”, Rozali Jauhari Alfanani

(Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

Universitas Mataram) s 61-73
4  BEST PRACTICE PELAKSANAAN

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER

KEWIRAUSAHAAN DI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN

GANESHA, Sukadi (Guru Besar

Jurusan PPKN Fakultas llmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha) s 74-86
5  DINAMIKA KURIKULUM SEJARAH

INDONESIA DI SMA, Zulkarnaen

(Pendidikan Sejarah Fakultas limu

Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)  ............ccccocoiiiinnninnns 87-96
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EKSISTENSI ASURANSI SYARI’AH
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN IPTEKS YANG BERBASIS KARAKTER
(Prespektif Hukum Positif)

Muhaimin
Fakultas Hukum Universitas Mataram
J1. Majapahit Mataram
muhaiminis@yahoo.com

ABSTRAK

Keberadaap asuransi syariah sebagai bagian dari dual insurance system, di dalam bisnis
perasuransian memiliki makna yang penting dalam menunjang aktivitas bisnis di
lndpnesm, namun tidak dimbangi dengan kejelasan aturan hukumnya. Hal ini,
berimplikasi terhadap legalitas asuransi syari’ah menurut hukum positif. Tujuan
penelitian ini: untuk menganalisis eksistensi bisnis asuransi syari’ah menurut hukum
positif dan aturan hukum yang mendasarinya. Metode penelitian menggunakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi
kepustakaan, kemudian analisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu
kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini: Pertama, Eksistensi bisnis asuransi
syariah dalam sistem hukum asuransi nasional setelah disahkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, secara yuridis sama atau sederajat dengan asuransi
konvensional, dengan menggunakan dual insurance system. Kedua, pengembangan
hukum bisnis asuransi syariah yang berkarakter pada masa yang akan datang memerlukan
Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang bersifat khusus,
yang sampai saat ini masih didasarkan pada peraturan pelaksana sebelum ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Fatwa DSN MUL

Kata Kunci: Eksistensi, Asuransi Syari’ah, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah
menggunakan dual insurance system, yaitu asuransi komlrensional c!an. asuransi syari’ah.
Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia
tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari’ah sebagai akibat dari
adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam
pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi. _ .

Eksistensi bisnis asuransi syari’ah masih belum jelas menurut hukum di
Indonesia dan masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi
secara hukum terhadap legalitas bisnis asuransi syari’ah dalam menjalgnkan.bisnisnya.
Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang mengatur asuransi syari’ah, maka
dipandang perlu adanya suatu pemikiran tentang Unda‘ngTUndang yang mengaturnya
secara komprehensif, agar dalam prakteknya tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh
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ur dan mendukung kegiatan usaha asurgpg;
si syari’ah mendapatkan jaminan kepagtj,

karena itu, keberadaan hukum yang mengat
n harapan dalam pelaksanaannya dapat

syari’ah mutlak diperlukan, agar usaha asuran
hukum dalam menjalankan usahanya, denkga sl
sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum dasar dan indikator tegaknya neg,
Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjgg:l }?Sium, karena keberadaan hukm:
hukum (rechstaats) dan terwujudnya kepas bu dan norma hukum Yang

m
jadi e vane dijalankan berada dalam ran :
::ﬂaagtliﬁr; l;;;n\:{sa ﬁakgdanJ kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akg),

§iras : n hukum akan menjadikan ppsisi para
mencegah terjadinya hukum rimba. Keber;j;::m’ ‘emikian halnya dengan bisnis yang

pihak menjadi seimbang dan setara dalam _ - luibears so0ird dlegal, D
" : dan tidak dilakukan gail. Dengan
dijalankan berada dalam koridor hukum adengan (wjuan untuk mengkaji eksistensi

demikian, penelitian ini penting dilakukan gt
bisnis asuransi syari’ah dan dasar hukum dalam pelaksanaanyd.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya _
Terkait dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa teori yang relevan

untuk dijadikan acuan dalam membahas permasalahan tentang elfsistensi asuransi syariah
dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Beberapa teori yang relevan dengan

pembahasan penelitian ini diantaranya diuraikan berikut ini. '
Abdul Gani Abdullah menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya

Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

“Dasar pertama adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya
dalam bertransaksi, dan dasar kedua adalah syari’ah, sepanjang mengenai norma
atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental
atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan hablum-minallah yang
merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan
dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan hablum-
minannas yang mengatur interaksi sosial di antara manusia’"'

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan
dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan
kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya, hal ini dilandasi oleh sila
Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, "walaupun dalam sistem Hukum
Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas
dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melaluj pilihan hukum atas kehendak para
pihak pada saat bertransaksi.

a kKedlljdlukan Huk:‘m lI)sla;n dalam sistem hukum nasiona] menurut BPHN adalah:
a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan
berlaku langsung tanpa harus melaluj Hukur(:ll i]d[:ta.r PUR B s g

Jakarta, 2004, h. 7.

Hartono Mardjono (Selanjutnya diseb -
Jakarta, 2000, h. 11-12. sl ut Hartono 1), Menjalankan syarian Islam, Studia Press
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b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah  sesuai dengan Hukum Islam

sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, e

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan

Hukum Adat dan Hukum Barat.

d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembe
Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya y

dalam Negara Republik Indonesia.’
Van den Berg dalam bukunya »Muhammadansch Recht” (Asas-asas Hukum Islam)

menvatakan bahwa, “Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra

walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan™.! Sementara itu, Ichuanto
digagas oleh Salomon Keyzer

mengatakan bahwa Teori Receptio in Complexu yang :
yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan: “Setiap penduduk bcr!uku
hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya
Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya,
sesuai dengan hukum agamanya masing-masing™.' Selanjutnya Teori Eksistensi,
adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum [slam dalam hukum nasional.
Menurut teori ini, “keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi
suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan
bahan utama hukum nasional™.*
Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "....sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD
1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional
Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan
menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga
hukum agama lain...."." Selanjutnya Teori Receptio a Contrario dari Sayuti Thalib
yang merupakan pengembangan dari Teori Receptio Exit, menjelaskan bahwa
menurut teori ini berlaku ketentuan:

a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.

b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan

moralnya.

¢). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama

Islam dan Hukum [slam.*
Soerjono Sukamto menguraikan bahwa secara teoritis dibedakan adanya tiga macam
dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis,
dan berlaku secara filosofis.” Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa
Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat
dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah

ntukan Hukum Nasional di samping
ang tumbuh dan berkembang

j Gemala Dewi Op. Cit, h. 19-20.
Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54,
Ichtianto, Pengembangan Teori Beriakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun Suryaman (ed),
Huku_m Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123.
Eﬂgglngakan juga dengan H. Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, STIH IBLAM, Jakarta, 2004,
: Ichtianto, Ibid, h. 182-183.
a Hazairin dalam Ictianto, /bid, h. 131.
Sajuti Thalib, Receptio A Contranio, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.
_Soorjono Sukamto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di
Indonesia, Ul Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.
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Satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haryg,
memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis'’. %

2. Pengertian dan Prinsip Hukum Asuransi
2.1 Prinsip Hukum Asuransi Konvensional

Asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantie, dalam hukum Bela
Verzekering yang diartikan sebagai pertanggungan. Dalam bahasa Ing
insurance," kemudian dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata penanggu“gan .
Echols dan Hassan Sadilly memaknai kata insurance dengan asuransi. dan jaminay s
Dari istilah assurantie dalam bahasa Belanda kemudian timbul istilah ¢ '

1 assuradeyy , ;
Penanggung dan geassureerde bagi tertanggung. Sementara Itu, Muslehuddin
menjelaskan bahwa:

“Istilah  asuransi menurut pengertian riilnya adalah juran bersama
meringankan beban individu, apabila beban tersebut menimpanya,
asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang
dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa Kerugian, guna menghadapi
kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga apabila kerugian tersebyg

menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akqp
disebarkan kepada seluruh kelompok™.'?

n‘da d] Sebu t
gris disetyy

Untuk
1]
Konsep

gi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran
pembayaran yang didasar

besarnya telah ditetapkan d

yang didasarkan pada meninggalnya tertangg
kan pada hidupnya tertanggung dengan ma
an/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

ung atau
nfaat yang

Dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid I dijelaskan bahwa
“Asuransi adalah jaminan atay pertanggungan yang diberikan oleh penanggung
(perusahaan asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian seperti yang

ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian,
kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau

bt Mutamimul Ula, Penerapan Syari‘at Islam, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.
" John M. Echols dan Hassan S

adilly (Selanjutnya disebut Echols dan Shadily 2), Kamus Inggns-
Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1990, h.326

1" Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 63.

' Echols dan Sadilly 2, Op.Cit. h.326.

* Al Yafie, Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Figih Sosial, Mizan, Bandung.
1994, h. 205-206. Lihat juga Emmy Pangarib

uan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seri Hukum Dagang.
UGM, }’ogyakarta, 1987, h. 7.
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kecelakaan lainnya, tertanggung membayar prem; b :
kepada penanggung tiap bu]an”.“’g P sebanyak yang ditentukan

Dalam kaitan dengan prinsip asurans; Sentosa Se
kita cermati pengaturan asuransi dalam WvK, khususnya
dan 268 tampak bahwa dalam perjanjian asuransi ada beb
diperhatikan dalam menutup perjanjian asuransi. Prinsip t

Kepentingan (Insurable Interest), 2). Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good Faith), 3).

Prinsip Ganti Rugi (Indemnity), dan 4). Prinsip MM’KQM. 17

kSeme.nta_ra dalam literat:ra se]l:agaimana dikutip dari website asuransi danamas
dijelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi adalah: 1). Prinsi '
yang dipertanggungkan (Insurable Interest), 2). Prinsip Itikad T)erb:illjcSI?U—lt(rﬁﬂzl—tgfgﬁ
Faith), 3). Prinsip Ganti Rugi (Indemnity), 4). Prinsip Perwalian (Subrogation), 5).
Prinsip Kontribusi (Contribution), 6). Prinsip Penyebab yang saling berkaitan (Proximate
Cause)."
2.2 Prinsip Hukum Asuransi Syari’ah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut ar-ra 'min, penanggung disebut mu 'ammin,
sedangkan tertanggung disebut mu’'amman lahu atau musta’min."® Salim Segaf Al Jufri
menyatakan bahwa; ar-fa’min berasal dari kata amana memiliki arti memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman
Allah: “Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS: Quraisy: 4).

Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi adalah;

“Sebagai suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat
tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan,
sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka
beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Pengertian asuransi
dalam sudut pandang yang lain. Ada yang mendifinisikan asuransi sebagai

perangkat untuk menghadapi kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan
menghadapi kerugian™.*

mbiring menjelaskan, apabila
pada Pasal 250, 251, 252:253
erapa prinsip dasar yang harus
ersebut antara lain: 1). Prinsip

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah: “suatu
perjanjian, dengan mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung,
dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tak tertentu™.”

Sementara itu Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah “Suatu
persetujuan dalam mana pihak penanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung
dengan menerima sejumlah premi untuk mengganti keru.giz'm yang mungkin akan diderita
oleh pihakyang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan

'® Hassan Shadily, Ensikiopedi Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 310.

" Sentosa Sembiring, Himpunan Undang-Undgng Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai
Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 18-19. Bandingkan dengan Sn
Redjeki 1, Op. Cit. h. 79 :

g www.danamas.com, diakses tanggal 20 Januan 2014,
2 Syakir Sula 1, Op. Cit, h.28
Muhammad Muslehuddin, Op.Cit, h. 3‘. : ‘
#! Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Altematif Asuransi Islam, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996, h. 15,
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terjadi™. > :
Dalam Ensiklopedi Hukum [slam disel?ullf.ﬂ" bahwa asuransi (dalam bahag
Arab: at-ta’'min) adalah wransaksi perjanjian antara dua Pl.hak. pihak yan“
satu berkewajiban membayar juran dan pihak yang lain be"ke“’ajiban

memberikan jaminan sepenuhnya

kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggun,

sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.” :

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 29,4
janjian antara perusahaan asuraps;

adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas per] _
syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rang,

pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna salingmenolong dan melindung;

dengan cara: .
a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena Kkerugian,
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena

terjadinya suatu peristiwa yang tidak .
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memberikan

definisi bahwa asuransi syari'ah (at-ta’min, at-takaful, at-tadhamun) adalah “usaha saling
melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam
bentuk aset atau fabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari’ah™.
Dalam asuransi syari'ah prinsip utama yang digunakan adalah prinsip ta’d@wani
‘ald al birr wa al-tagwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa)
dan at-ta'min (memberi rasa aman).” Para ahli ekonomi Islam menjelaskan bahwa
asuransi syari ah atau takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:
. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa
tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang
mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung

jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
Saling bekerja sama atau saling membantu, berarti di antara peserta a

pasti; atau

suransi takaful

2
yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong
dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.
3. Saling melindungi penderita satu sama lain, berarti bahwa para peserta asurans!
takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan
22 £ atyrahman Djamil (Faturahman 2), Metode /jtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Logos: Jakartd.
1995, h.133. '
23 . ) . ‘
24 BRI Dahlan,”d kk, (editor), Ensikiopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. N 138.
. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asur®
Syari'ah.
25 i :
Dzajuli dan Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomi Peng gnalan
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 123. nomian Ummat  (Sebuah
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Keselamatan berupa musibah yang dideritanya.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsi
asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip
yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur gharar, maisir dan riba.”’ Scn?entarz
itu, menurut AM. Hasan Ali asuransi harus dibangun di atas fondasi da;1 dasar yang
kuat serta kokoh. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar asuransi syari’ah yaitu;
prinsip tauhid,_ prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama prinsi[;
amanah, prinsip kerelaan, prinsip kebenaran, prinsip larangan riba, prinsip farangan
judi, dan prinsip larangan gharar * :

METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan
pendekatan doktrinal atau normatif’ yang memandang hukum sebagai separangkat
aturan atau kaidah yang bersifat normatif yaitu yang memandang hukum sebagai
seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Peraturan
Perundang-Undangan (law in books). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini
pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
dan pendekatan perbandingan (comparative apprroach)”.

2. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka

atau bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang
meliputi: dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun
Al-Qur’an, Al-Hadits, ljma’ Sahabat dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber
hukum dalam Islam seperti Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, hasil penelitian, artikel
ilmiah, buku literatur, dokumen resmi, arsip, Rancangan Undang-Undang dan lain-lain
serta kamus maupun ensiklopedi yang diperlukan yaitu yang berkaitan dengan asuransi
syari’ah.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Data yang diperlukan dalam penelitian ini,
kepustakaan (liabrary research) atau studi dokumen
sebagai berikut:
1). Pada tahap awal, studi kepustakaan, yan
peraturan perundang-undangan, buku dan
yang berkaitan dengan fokus penelitian.

akan dikumpulkan melalui studi
yang dilakukan dengan tahapan

g dilakukan dengan cara menginventarisir
literatur lain sebagai sumber data sekunder

26 jafril Khalil, Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek, www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm.

diakses 15 Pebruari 2014. ) i )
27 \carmaen Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi |slam di Indonesia, Usaha Kami, Depok, 1996, h.

234.
Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teontis

28 A M.Hasan Ali,
125-135.

dan Praktis, Kencana, Jakaria, 2004, h. & _ :
2 gperjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, RadjaGrafindo Persada, Jakarta,

1995, hal 15
3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta, 2004 hal 20
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men serta bahan hukum yang beriaj,,

2). Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai doku e perundang-undangan, o,

dengan permasalahan yang diteliti, te-rutarr}?ahpel'a
literatur yang berkaitan dengan asuransi syart &
4. Teknik Analisa Bahan Hukum. ; Loty
Sesuai dengan metode pendekatan yans digunalkfl:j:l ma:;c k‘f::‘ Peﬂffinm in
analisis yang digunakan adalah denin men:ia(?:fkazzl i;;?s kl?:] it MdOkm“M Yaity
i isi nakan meto : tahap in;
dilakukan analisis dengan menggunds hadap berbagai norma hukum yang terias

terutama akan dilakukan inventarisasl Fer
'ah. Dalam hal ini a . :
untuk kemudian diorganisiy

dengan Asuransi Syari’a e
asas dan kaidah yang terkait dengan permasaia s _ : :
o komprchensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap

kedalam suatu sistim yang
keseluruhan asas dan kaidah yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional.
terinspirasi dari penerapan dual bangking system dalam Undang-Undang Nomor [0
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adaish
menggunakan dual insurance system, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syar ah.
Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang beroperasi di Indonesia tidak hanya
asuransi konvensional tetapi juga asuransi syari’ah. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan

Berlakunya Hukum
dijamin oleh konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang
n agama bagi pemeluknya. hal ini

memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajara
dasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni “Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono. “walaupun dalam
sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional. Hukum Islam
¢ berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum

*31

dilan

dapa
atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi
Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegakny3

negara hukum (rechstaats) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum
menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang
memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara. dan akan
mencegah terjadinya hukum rimba, di mana siapa yang l:uat akan cme;nenangk:m
pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan cposisi ara pihak mer;;ail
seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis F Cflalank gkan
berada dalam koridor !wkum dan tidak dilakukan secara illegal. H: ';U}g_ - ial a\?eﬂt?‘m
pendapat Abdul Gani Abdullah yang menjelaskan, ada gd. }? lm- vl z!ﬂ
berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamr; o ':ja Al yug mcacs
“Dasar pertama adalah aqidah, yaitu keyakinan}ya)na“u' ) p
g memaksa pelaksanaann¥?

3
' Hartono Mardjono, Loc.Cit, h. 11-12,

e 5 : g
Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Mataram 10 Oktober 2015



1, dan dasar kedua i . ¢

dalam bertransaksh k , achlah ¥ gy sh, Scpanjang mengenai norma
atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental
atau vertikal. Dimensi ‘transedenlal ini dinilai dengan hablum-minatiah vang
merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah Scdangk
dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dik P -

; : _ nonzontal yang dikenal dengan sebutan hablum-
minannas yang mengatur interaksi sosial di antara manusia™

Keduld:lkan -Hukl(xirln l:lam da?-.a:lm sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

a. Hukum Islam yang disebut . lten-tukan oleh peraturan perundang-undangan dapat
berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.

b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam
sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

¢. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan
Hukum Adat dan Hukum Barat.

d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping
Hukum Adat, Hukum Barat. dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang
dalam Negara Republik Indonesia.™

Soerjono Sockamto menguraikan, secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar
berlakunya hukum, vaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan
berlaku secara filosofis.™ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum
Islam dapat menjadi mainstream. sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat
menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah
kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat
filosofis. vuridis, dan sosiologis™.

Eksistensi asuransi syariah dalam sistem asuransi nasional, sebelum berlakunya
Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 belum sama dan sederajat
dengan asuransi konvensional. Namun setelah disahkannya Undang-Undang tahun 2014
tentang Usaha Perasuransian tanggal 23 September Tahun 2014, maka secara hukum
formal telah diakui secara yuridis pengaturan dual insurance system dalam suatu
Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. walaupun belum ada pengaturan yang
bersifat khusus. namun telah mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingan dengan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan KUHD yang
telah berlaku sebelumnya.

Dalam mengantisipasi perkembangan bisnis asuransi svan ah yang sangat pesat dewasa imi dan akan
terus mengalami perkembangan pada masa yang akan datang sudah past pzemerjluhn payung hukum yang
jelas untuk menjadi dasar hukum dalam menjalankan bisnis asuransi syanah. Di samping itu, hukum yang
jelas diperlukan bagi para pihak dan juga sebagai dasar bagi hakim atau lembaga arbitrase syari’ah dalam
menyelesaikan sengketa yang terkait dengan bisnis asuransi syan ah. ‘

Keberadaan hukum yang jelas dan koakrit yang mengatur bisnis asuransi syani'ah, saat ini penting
untuk mengatasi terjadinya persclisihan antar lembaga asuransi syani‘sh yang ada dan antara perusshan
dengan peserta asuransi maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan asuransi syan’sh. Demikian
halnya dengan asuransi syari'ash yang dikelola oleh non-muslim sampaibelum jelas aturannya. Untuk itu
diperlukan aturan hukum berupa Undang-Undang yang bersifat khusus mengatur asuransi syan'ah di
Indonesia

Peningkatan aktivitas bisnis asuransi syari'sh dewasa ini cukup baik, perkembangan jumlah

2 Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dews, dkk, Loc. Gt
’; Gemala Dewi Loc. Cit.
xSoujmosmm.Lcc.CSt

Mutamimul Ula, Loc. Git.
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Perusahaan asuransi syari’ah maupun pembukaan kantor cabang ban_x asuransi syari‘a'lh ko""'ensio
memberikan stimulus pada masyarakat mengenai alternatif investasi usaha dan perlindungap, unty

depan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip tolong menolong. ¥

Meskipun terdapat peningkatan permintaan atas bisnis asuransi syari'ah, .
semua negara menyediakan perangkat hukum yang lengkap, berupg Undang.j, G
yang khusus yang menunjang bisnis asuransi syari’ah. Seb.agal perband.mgan, Negar, g
masyarakat Malaysia cukup beruntung, pada awal dimulainya ekonomi syari’ap, (sl
banking and takaful system), telah berhasil membuat Undang-Undang pen,- ¥
Syari’ah (Banking Act) Tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syari’ah yaity Takas
Act 1984, Sementara Indonesia sampai dengan tahun 2014 belum ada Undang-Undanw
yang mengatur secara khusus tentang asuransi syari’ah, yang ada saat ini bary pengat, raﬁ
secara bersamaan dalam suatu Undang-Undang (dual insurance system).

Penting adanya harmonisasi hukum pengaturan secara khusus dalam Sebug},
Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari’ah disebabkan, karena dalam
asuransi syari’ah terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan asurang;
konvensional, sehingga tidak mungkin untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dal,y,
asuransi konvensional. Sebagi contoh, dalam aqad asuransi syariah bahwa uang g,
premi yang dibayarkan adalah dalam basis tabarru’ yang akan digunakan upgy
menolong peserta/tertanggung lainnya yang sedang mengalami musibah. Oleh karena g,
setiap peserta asuransi mengemban fungsi sosial (tolong menolong) untuk meringankap
beban satu sama lainnya, sehingga sejatinya penanggung dan tertanggung menjalankan
misi perlindungan dan non profit motif oriented sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip
ta’awun dalam kebaikan.

Terkait dengan hal ini John L. Esposito dan John O Vool menyatakan; “Islamic
politics are frequently as in some way combining religion and politics. In the words of
modern Islamic movment, Islam is din wa dawlah, that is religion and state”** Salah
seorang pakar hukum Adat dan Hukum Islam yang gigih memperjuangkan dan
menyuarakan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Hazairin menyatakan bahwa
“bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku adalah syari’at [slam atau
sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at agama™"’. Berkaitan
dengan hal ini, juga telah dipraktekkan di Malaysia bahkan dalam Undang-Undang
Perbankan Syariah telah mengaturnya secara khusus.

Dalam mengkaji pelaksanaan syari’at Islam, perlu diperhatikan empat persoalan
yaitu pelaksanaan syari’at Islam, kelayakan syari’at Islam untuk dilaksanakan, persiapkan
pelaksanaan syari’at Islam dan penegakan syari’at Islam. Pelaksanaan syari’at Islam
menurut Mutammimul Ula ada tiga pengertian yaitu:

“Pertama, mendirikan syari’at Islam itu artinya mendirikan negara Islam. Kedua.

pelaksanaan syari’at Islam bermakna menjalankan dalam negara sekuler. Kefiga.

melaksanakan syari’at Islam itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam
kerangka sistem hukum nasional. Yang dimaksud dengan sistem hukum nasiona!
adalah sistem hukum yang berlaku (hukum positif), hukum yang berlaku saat in!

(ius costitutum), baik yang menyangkut tata negara, pidana, perdata, dan lain-lain-

Pada konteks sekarang, pelaksanaan syari’at Islam adalah mengintegrasikan nilai-

3 John L. Esposito dan John O Vool, Islam and Democracy, Oxford Univercity Press, New York
1996, h.4.

37 Ensiklopedi Hukum Islam, Fik-Ima, 2, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h.538.
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nilai dan sistem hukum, terutama pada sistem hukum pidana dan perdata.’*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 199
: i i .
mengakomodir tentang asurans; . tentang Usaha Perasuransian tidak

dikeluarkan oleh Menteri

Keuangan Departemen K euangan Republik Indonesia.

: an peraturan pelaksananya melingkupi semua aspek
operasional perusahaan asuransi, mulaj dari pengertian, jenis usaha perasuransian,

kepemilikan, sampai dengan ketentuan peralihannya. Namun demikian, Undang-Undang

tersebut. tida!< dapat mengakomodir Sémua prosedur yang lazim dalam operasional
asuransi syari’ah.

Perbedaan ini merupakan hal

_ yang prinsip, karena timbulnya disebabkan oleh
keterikatan perusahaan asuransi Syari

ah dengan prinsip Hukum Islam, sehingga unsur
pembeda tersebut harus nampak dalam sistem dan prosedur operasional asuransi syari’ah.

Dengan demikian banyak hal-hal yang perlu diatur tentang kegiatan bisnis asuransi

syari’ah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992,
Hal ini sesuai dengan pendapat Van den Berg dalam bukunya "Muhammadansch
Recht” (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, “Hukum Islam diperlukan bagi
orang-orang Islam  Bumiputra walaupun  dengan  sedikit penyimpangan-
penyimpangan”.”” Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori Receptio in
Complexu yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den
Berg menjelaskan; “Setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing.
Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga
hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya
masing-masing”.* Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan
bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan
Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat
dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional”.*
Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, ”....sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD
1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional
Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan
menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga
hukum agama lain....”.* Selanjutnya Teori Receptio a Contrario dari Sayuti Thalib

- Mutammimul Ula (Selanjutnya disebut Mutammimul 3), Peluang dan Tantangan Penerapan Syari’at
Islam, Jurnal Politik, Akses, Vol. 1, No. 1, Pebruari 2001, h. 16.
= Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.
Ichtianto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tiun Suryaman (ed),
Hukum Isjam qj Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, _Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123
Eandingakan juga dengan H. Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, STIH IBLAM, Jakarta, 2004,
.23,

:‘2 Ichtianto, /bid. h. 182-183.
Hazairin dalam Ictianto, /bid, h. 131.
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yang merupakan pengembangan dari Teori Receptio Exit, menjelaskan bahy,
a

menurut teori ini berlaku ketentuan:
a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.

b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita

moralinya. .
c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agam
Islam dan Hukum Islam.” :
Sejak awal berdiri, asuransi syari’ah hanya

Keuangan, karena tidak ada satupun Undang-Un
Selama ini izin operasional asuransi syari’ah mengacu kepada Undang-Undang Nomoy )

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya diperuntukkan uny
pelaksanaan usaha asuransi konvensional. Namun setelah berlakunya Undang-Undang
tentang Usaha Perasuransian Tahun 2014 terjadi perubahan yang sangat fenomeng|
walaupun belum mencapai yang ideal, karena sudah ada perhatian dan political will dari

pemerintah dan DPR terhadap legalitas dalam menjamin kepastian hukum keberadaan
ia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim

bisnis asuransi syariah di Indonesi
dalam berasuransi, sudah banyak para pengusaha di bidang asuransi konvensional
membuka cabang syari’ah melakukan konversi usahanya menjadi usaha syari’ah.

Penerapan Syari'at Islam di bidang ekonomi khususnya asuransi harus dilihat
sebagai bagian yang integral dari penerapan syari’at Islam di bidang lain. Karena Islam
bersifat kaffah (menyeluruh), tidak bersifat parsial atau (bagian tertentu saja). Kehadiran
Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari’ah di Indonesia bukanlah sesuatu
yang menakutkan berbagai kalangan, justru harus diberikan peluang yang sama
sebagaimana Undang-Undang tentang Usaha Perasuransi yang hanya mengatur asuransi
konvensional. Apalagi Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar yang
selalu memberikan kebebasan kepada warganya, sepanjang sesuai dengan mekanisme
demokrasi dan tidak bertentangan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Syari'at Islam sangat layak untuk ditegakkan, apabila ditinjau dari lima aspek
yaitu: aspek filosofis, yuridis, sosiologis, ilmiah dan politis. Untuk menegakkan syari’ah
tersebut ada dua model yang perlu dilakukan yaitu pertama, perjuangan melalui legislasl,
dan kedua, melalui konstitusi. Melalui gerakan legislasi maksudnya adalah memasukkan
nilai-nilai Islam ke dalam peraturan perundang-undangan®.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah sebagai
bagian dari sistem hukum asuransi nasional adalah suatu keniscayaan, karena sebelumnya
telah keluar berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-
Undang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang
Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah
Negara, Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji, dan lain-lain yang melegitimasi
hadimya Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari’ah sebagai bagian dari

uransi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0 tahun

-cita hukum, cita-cita batip 4
an

didasarkan pada kebijakan DePeﬂemen
dang yang mengatur asuransi syari’,,

sistem hukum as
Terlebih lagi sistem asuransi syari’ah secara formal sudah memasuki 2

menjalankan bisnis sesuai syari’ah bergandengan dengan asuransi konvensional. Dalam
yaitu tentang

pelaksanaan asuransi syari’ah beberapa hal berikut ini perlu dipikirkan

42 gajuti Thalib, Receptio A Contrario, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.
“ pputammimul Ula 3, Loc. Cit, h, 18-19.
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3

penyclcsaian. sengketa antar para pihak Maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu
peran pemcnntul‘\ dalam menyediakan payung hukum bagi bisnis asuransi Syari’ah sanga;
penting untuk c‘illakpkun yaitu dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur asuransi
syari’ah sebagai bagian dari adanya perwujudan kepastian hukum bagi para pihak.

KCh“d"‘j‘" _U"da“g'Undapg tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 sebagai
nmfic! harmonisasi hulfum dual insurance system, bukan merupakan sistem yang terpisah
dari sistem hukum m‘lsmn.al merupakan suatu yang harus diapresiasikan. Undang-Undang
ini merupakan bagian integral (inheren) dengan sistem hukum asuransi nasional,
sebagaimana model Undang-Undang Perbankan yang menganut dual banking system.

Perlu ditegaskan juga, bahwa Islam merupakan way of life bagi Ummat Islam dan
wajib hukumnya untuk dilaksanakan, di mana urusan agama termasuk bisnis di dalamnya
tidak dapat dipisahkan dengan urusan negara, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum,
keamanan, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang
menyuruh  hambanya untuk melaksanakan Islam secara kaffah (menyeluruh)
sebagaimana firman-Nya; “Hai orang-orang beriman masukklah kamu ke dalam Islam
secara kaffah (keseluruhan), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan
karena syaithan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqgarah (2): 208). Berkaitan
dengan hal tersebut, Riawan Amin menyatakan; "Perlunya segera diberlakukan dual
economic system yang bermula dari dual banking system. Riawan mendesak pemerintah
segera melakukan langkah besar untuk meningkatkan pangsa pasar ekonomi syari’ah.”*.

Berdasarkan penjelasan Riawan Amin di atas, menurut hemat penulis tidak hanya
dual economic system dan dual banking system mendesak diterapkan, tetapi juga harus
segera menerapkan dual insurance system dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang
mengatur bisnis asuransi syari'ah di samping ketentuan yang sudah ada perlu
menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis perasuransian dewasa ini.
Hal ini telah tercapai pada tahun 2014, dengan telah disahkannya Undang-Undang
tentang Usaha Perasuransian yang telah mengakomodir dan mengatur tentang asuransi
sebagai bagian dari sistem asuransi nasional dalam hukum hukum positif (Undang-
Undang) di Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan status hukum asuransi syari’ah
menjadi jelas dan sama dalam prespektif hukum di Indonesia.

Secara faktual Indonesia sesungguhnya sudah menerapkan dual insurance system,
tetapi secara juridis belum cukup kuat sebagaimana perbankan syariah, sehingga yang
terjadi ketidakadilan dalam pengaturan hukum, padahal salah satu tujuan yang mendasar
dan asas utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua orang dan
menciptakan kepastian hukum dalam semua bidang usaha. Dengan tidak adanya Undang-
Undang yang khusus mengatur asuransi syari’ah dalam hukum asuransi nasional, secara
tidak langsung pemerintah telah menciptakan ketidakadilan dalam hukum dan tidak
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama (seimbang) bagi
usaha asuransi syari’ah dalam hukum nasional, semestinya sebagai negara hukum
Sémuanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law)
termasuk dalam bisnis asuransi syariah. Dengan demikian pengaturan satu atap (secara
bersama) dalam sebuah Undang-Undang akan terasa indah dan harmonis, walaupun harus

e e Sstmmmits

i Riawan Amin, dalam Jafril Khalil, Undang-undang Asuransi Syari'ah Suatu Keniscayaan, www.
. diakses tanggal 2 April 2007.
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masing-masing memiliki karakterisﬁk

. il n, sehingga : : .
diakui kedua sistem n.lemlllkl Peg’iiﬁaan (pluralitas hukum di lndonZSI;i) Yang tiga)
yang perlu dihormati dalart ke . secara keseluruhan. Adanya perbedaan terhyg,

mungkin semuanya dapat diutr’liVll:ti_lssaling bertentangan, karena keduanya masih dapa

: i erarti : :
kedu? RS as;ﬂmn;(lnﬁzkzgtuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan kemaman
berjalan secara ha

pemban(g)!ilnl';in kekonon']tiunassti:(c)lzzl’saatnya pemerintah sebagai penanggung jawab dalam
eh karena itu,

i .Undang yang Khusus mengatur tentay
negara hukum },’n}t]uk S:ge;? E;egri‘;:(';l;i? S:t:?:ghukum asur.e,msi nasional, agar tefCiptg
35;5;22 c?a):ﬁl(:passt?ar?ghukum dalam usaha asuransi syarl ahh dkl lndto;::,a, ksilj"“gga
semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalf::r: inl: L;:;b:rad::g Unz;mat
Islam yang merupakan bagian terbesar dari penghuni neg : it

[ i’ah juga merupakan bagian dari
tentang asuransi syarl'a :
Undang yang mengatur g dampingan secara harmonis dengan ummgt

kebersamaan Ummat Islam untuk hidup bef |
l:in sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan kebhinekaan

Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 4 (empat)
pilar penting dalam berbangsa dan Negara. _

Adanya harmonisasi hukum dalam bidang asuransi, akan mempercepat proses
pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang asuransi. Keberadaan
Undang-Undang ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh paqa proses percepatan
perkembangan bisnis asuransi syari’ah di Indonesia. Di samping itu, yang terpenting
adalah terwujudnya kepastian hukum bagi bisnis asuransi, sehingga setiap masalah yang
akan muncul dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang jelas dan konkrit.
Disinilah pentingnya pengaturan tentang asuransi syari’ah dalam suatu Undang-Undang
sebagai model harmonisasi hukum dapat menjalankan fungsinya yaitu mewujudkan rasa
aman (perlindungan) dan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam kaitan dengan pengaturan tentang asuransi syari’ah dalam suatu Undang-

Undang, perlu dipertimbangkan apa yang dijelaskan oleh Sri Redjeki Hartono dalam
Bukunya Hukum Ekonomi Indonesia, dijelaskan bahwa:

“Kajian pengaturan kegiatan ekonomi

46
Selen

o gkapnya baca, Sri jeki i
Publishing, Malang, 2007 38-:?9'kaI HAono (S1 Redje 3). Huk
, ‘ Um Ekonomi Ingi ] edia
onesia, Bayum
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syari’ah dalam hukum positif (UU) sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sistem hukum Indonesia dalam
masyarakat yang majemuk dan pluralistis.

Bf:rda§arkan uraian di atas, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum
asuransi nasional sebelum keluarnya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun
2014 (setelah 20 tahun) belum sederajat atau sama dengan asuransi konvensional. Namun
setelah keluarnya Undang-Undang tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah
sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam hukum asuransi nasional di
Indonesia, karena sistem hukum Indonesia telah menganut dual insurance system (dua
sistem asuransi diatur secara bersamaan dalam satu Undang-Undang tentang Usaha
Perasuransian, yang telah disahkan oleh DPR RI pada hari selasa tanggal 23 September

tahun 2014), walaupun belum diatur dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (lex
specialis).

2. Aturan Hukum Yang Mendasari Bisnis Asuransi Syari’ah

Asuransi syariah sampai saat ini dalam menjalankan bisnisnya masih mendasarkan
pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian serta peraturan pelaksananya serta fatwa yang dikeluarkan oleh MUI
melalui Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Regulasi dimaksud sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan
perkembangan asuransi syariah, karena regulasi tersebut dikeluarkan pemerintah melalui
Menteri Keuangan berkaitan dengan asuransi syariah, namun regulasi yang ada dan
Fatwa DSN-MUI belum bisa mengakomodasi asuransi syariah karena Fatwa DSN-MUI
tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Peraturan perundang-undangan yang telah
dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

I) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur tentang
perjanjian pada umumnya.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai dasar hukum perjanjian
asuransi.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur salah satu
kewenangan Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah diantaranya tentang asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49.

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian. '

8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.
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9) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, “"f‘““g )Per“t;“h““ Ketiga ,
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraay Usahg
Perasuransian , Er

10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi HukUm
Ekonomi Syariah. )

L 1) Peraturan )Mcnlcri Keuangan Nomor IS/I’M!\-UW/?-(”O lentang PFnera
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasurans; dengyy
Prinsip Syariah.

12) l’crmu'rnl{ Menteri  Keuangan Nomor ll/l’MK.OlU/Zl)l_l Fentang_ Kesehatgy
Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi d‘cngun Prinsip Syariah.

13) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/ KMK.06/20¢;
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asumnsl‘dan Perusahaan R.easuransi_
I4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42§/ KMK.06/2003
tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusa haan Asuransi dan Perusahagy
Reasuransi. Peraturan inilah vang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan
asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa
"Setiap pihak dapat  melakukan usaha asuransi  atau  usaha reasuransi
berdasarkan prinsip svariah.." Ketentuan yang berkaitan dengan asurans;
syariah tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 mengenai persyaratan dan
lata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransj
dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan
prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional,
dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

I5) Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010
tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi
Dengan Prinsip Syariah.

16) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11//PMK.010/2011
Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan U

saha Reasuransi Dengan
Prinsip Syariah.

17) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman
Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

18) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
PER-06/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana vang diperlukan
untuk  mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tz;barru' dan
Perhitungan  Jumlah Dana yang harus disediakan Perusahaan Untuk
Mengantisipasi Risiko Kerugian yang mungkin timbul dalam Penyelenggaraan
Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. -

19) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Moda| dan Le.mbaga Keuangan Nomor:
PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil

Pengawasan Dewan !’engawas Syariah Padq Perusahaan Asuransi Atau
Perusahaan Reasuransi Yang Menyeleng

yarak cbagian

Usahanya Dengan Prinsip Syariah. et 0 SEE
20) Perat‘uran Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman
Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko
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yang Harus
M ungklﬂ
dengan

Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’ dan Perhitungan jumlal? Dans
Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang -
Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuranst
Prinsip Syariah. Tata

21) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk d?:] pada
Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syaria kan
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggara
Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

22) Keputusan Direktur Jenderal Lembagga Keua:?gan Nomor Kep. 4499/ LK{ZOOO
tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

b. Peraturan yang terkait dengan Hukum Islam

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi. Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan
asuransi dan reasuransi syarizh hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut di keluarkan karena regulasi
yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara
svariah.

2). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 51/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad
Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah.
3). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 52/DSN-MUV/I1I/2006 tentang Akad
Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
4). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUVIIL2006 tentang Akad
Tabarru Pada Asuransi Syariah.
Berdasarkan uraian di atas sudah banyak peraturan perundang-undangan dan Fatwa
DSN MUI yang mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia walaupun masih parsial
dan belum diatur secara komprehensif, namun demikian telah lebih baik untuk mengisi
kekosongan hukum dalam asuransi syariah di Indoensia. Eksistensi asuransi syariah
dalam sistem hukum asuransi nasional sudah sama atau sederajat dengan asuransi
konvensional, walaupun dalam hal ini belum ada UU yang bersifat khusus sebagaimana
Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah
mengakomodir dual insurance system dan peraturan yang mengatur bisnis asuransi
svariah masih didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksananya, di samping itu
juga didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

PENUTUP

1. Simpulan
e Kedudukan asuransi svariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum
keluamya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum
sama/sederajat dengan asuransi konvensional, dan sekarang secara yuridis
kedudukan asuransi syariah sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam
sistem hukum asuransi nasional, karena sistem hukum Indonesia telah menganut
dual insurance system (dua sistem asuransi) diatur secara bersamaan dalam satu
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laupun belum diatur secarg Khug
‘Lu

— a
Undang-Undang tentang Perasuransin. \]:; qus (lex specialis), namyp
dalam Undang-Undang yang bersifat  Khust® te

: - ' dengan pen g
mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingan gan pengaturan Oleh

: saha Perasuransian dan pe
Undang-Undang Nomer 2 tahun 1992 tentang Usa Peratury,,

pelaksananya .

e Pengembangan hukum
Peraturan Pelaksana dari Undang-U
oleh pemerintah, dan untuk mengis! e
peratutan pelaksana sebelum ditetapkannya Un
2014 dan Fatwa DSN MUL

2. Rekomendasi.
b ]
e Pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang.

) My 1
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
e Pemerintah perlu segera mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahyp
2014 tentang Perasuransian secara terus menerus kepada masyarakat dan duniy

usaha.

" L ? . t".l . lukan L
suransi syariah di !ndonu:l‘a memer adag
o U)l{]dtlllg Nomor 40 lahun_ZO |.4 yang dibyg
kekosongan hukum masih didasarkan pyg,
ang-Undang Nomor 40 Tahup
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